GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 872 /KPTS/BAPPEDA /2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Menimbang

Mengingat

SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat {3] Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negarza Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapen
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintzh dan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencanz
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinst Sumatera
Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telzh
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tzhun 2018 tentang Stzndzr
Pelayanan Minimal (Lembaran Negzrz Eepublik Indomesiz
Tahun 2018 Nomor 2, Tambzhan Lemberan Negzrz
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tzhun 2019 temizng
Laporan dan Evaluasi Penyelenggarzan Pemerintzbhan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tzhum 2012
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 6323j;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tzhun 2014 tentsng Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerimtzh (Lemberzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor S0);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tzhun 2017 tent=nge
Pelaksanaan Pencapaizn Tujuan Pembengmman
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tabme
2017 Nomor 136};

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tenizng Rencans
Pembangunan Jangka Menengzh Nasionz! Tzhuen 2025 —
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2025
Nomor 19j;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neger=
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Ummes
Penetapan Indikator Kinerja Utama d: Linglomesn Instens
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatiwr Negzrs
Nomor  PER/20/M.PAN/11/2008 tentang  Petumjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama:

Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatir Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tzhun 2014 tentang

Tata CmReﬁuAMslapomle@amm
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar=
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentans
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintzh (Berita Negare
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor IS70};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tzhun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalusss
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evahuass

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangks
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jaﬁéka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
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14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU ¢ Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
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KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum
dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja
dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1® NOFEMRER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/" "H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
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1, Nama Unit Organisasi

2. Tugas

3. Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggar::xk‘an p:?mbinaan
administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pei.a.yanan ac.lmlbmstrauf kepada
perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi.

a. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Pemerintah Provinsi;
b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;

c.
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi;
g pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
No Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan Definisi Operasional Rumus Penghitungan (IKU) Sumber Data Pcnanggung Jawab
1. [Tujuan : 1.1 Indeks Reformasi| Indeks |Pengukuran  Reformasi|Penilaian pada seluruh Perangkat| Penilaian dari Kementerian | Sekretriat Daerah
Terwujudnya Tata Birokrasi Birokrasi dengan|Dacrah terkait PAN dan RB RI
Kelola melakukan Penilaian
Pemerintahan yang Hasil Evaluasi Kinerja
Efektif dan Efisien Instansi Pemerintah
Sasaran : dalam menerapkan !
Meningkatnya berbagai prinsip
Kualitas Kebijakan reformasi birokrasi,
Pemerintahan seperti peningkatan
Daerah pelayanan publik,
peningkatan kualitas
SDM, dan perbaikan tata
kelola pemerintahan

Sekretaris Daegah, T;f

Edyyard Candra
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